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WALIKOTA SABANG
PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2OL4

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG

, WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatlcan derajat kesehatan
masyarakat telah diselenggarakan program Jaminan
Kesehatan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71tahun 2olg tentang pelayanan kesehatan pada jaminan
kesehatan nasional, perlu mengatur pedoman pemanfaatan
dana jaminan kesehatan nasionil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a dan huruf b, pirru *"rGt"pkan peraturan
walikota sabang tentang pedoman pemanfaatan Dana
Jaminan Kesehatan Nasionar di pelayanan Dasar Kota
Sabang;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor lq Tahun 196s tentang
Pembentukan Kotapraja sabang dengan Mengubah undangf
undang Nomor 7 Drt Tahun -19s6 

tentang- pembentuka-n
Daerah otonom Kabupaten di propinsi sumatera utara
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 196s Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27531;

2. undang-u.ndang Nomor 17 Tahun 2oog tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun zoos
Nomor 47, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan {egara (Lembaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2004 Nomor s, TambaJran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3SS);

4. undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangai
Negara (Lembaran Negara Republili Indonesia Tahun zooq
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44OOl;

Ir-,

5. Undang- ,.. ,/r
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5. Undang-Undang Nomor gg Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3638);

6. undang-undang Nomor 40 rahun 2oo4 tentang sistem
Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 1s0, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aai6l;

7. undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor
L44, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OLL tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20L4
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a62l,;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OL2 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 264,
Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor
5372],;

11. Peraturan Presiden Nomor L2 fahun 2Ol3 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negard Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 29);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2OL3 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran
Negaia Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 5482,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Sa82l;

13. Pqratura4 Pemerintah Nomor 90 Tahun 2Ol3 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003
tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam
Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran negara republik
indonesia tahun 2OL3 nomor 242, Tambahan lembaran
negara republik indonesia nomor 5a85);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2O).3
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

t-{^

15.Peraturan. 

{ y
/



15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahu n 2013 tentangPelayanan Kesehatan p"a. J.*inan res"f,*"r, Nasionar;
16' Qanun Ko-ta. sabang Nomor 10 Tahun 201r tentangRetribusi ' Pelayanan "x"."hatan g,emuara' Daerah KotaSabang Tahun 2oll wo*o. l(j, Tambahan LembaranDaerah Kota Sabang Nomoi tO;

MEMUTUSI(AN:
PEMTURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN

P8ilf gtlliltT KESEHAT^i'i nresroNAl oi pileve^reru oasan

Menetapkan :

*'..

KETENfi}ABNI UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Daerah yang selanjutny. ai."U"t Kota adalah Kota2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraKota Sabang yang terdiri atas Walikota danDaerah Kota.

Sabang.

Pemerintah
Perangkat

,O

3. Walikota adalah Walikota Sabang;
4' Dinas Kesehatan--yang selanjutnya disebut Dinas adalahDinas Kesehatan Xota Sabang.
5' Pengelolaan dana non-kas anggaran adarah penerimaan danpengeluaran kas vang tidal ;;;;ilaruhi anssaranpendapatan, beranj a- dari pem bj"v.*, 

-irI*.iirr 
r"r, Ko t.]- -- -'6' Badan Penygfenggaraan Jaminan sosial Kesehatan yangselanjutnya- dise6'it eFis-resehatan 

"aJ"r, badan hukum
ilH"lj*:ltuk untuk menyetenee*;;;|ro g."_ j aminan

7 ' Progrzam Jaminan Kesehatan Nasionar selanjutnya disebutJKN adalatr 
]amipan berupa perlindud; kesehatan agarpe.serta memperoleh manfaat pemeltrar-ian kesehatan danperlindun'gan-dalam *.*.rrrt i t"uriut u. a..., kesehatanyang di berikan kepada setiap.Td fi; telah membayariuran atau iurannya dibayar oieh peri""ri"iln.

8. Fakir adalah :iTq yang {q+ mempunyai penghasilanuntuk memenuhi ke-bututrL niaup;;;-'. -".
9. Miskin adalah grarg -yang mempunye.i penghasilan tetapitidak mencukupi untu{ keEutuha; hia;pff;.
10' sarana perayanan Kesehatan Dasar adalah institusi yangmelaksanak; 

-p"r.y** 
-lepaaa 

masyarakat di tingkatdasar meliputi puskesmas aan .yari"g"r*yr-'"

BAB II ... ,/

/'tr



BAB II
KEPESERTAAN

Pasal 2

Berdasarkan iuran, peserta BPJS Kesehatan terdiri atas:
1. Peserta penerima bantuan iuran (pBI)
2. Peserta bukan penerima bantuan iuran.

Pasal 3
Peserta-sebagaimana dimaksud 

-p_ada pasal (21 angka (1)adalah fakir miskin dan orang tidik ,""*f"--secara ekonomi
dan masyarakat Aceh peserta Jfne Kota SaUang.

:

Pasal 4
Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 terdiridari Pegawai Negeri sipil, Anggota TNI, An[gota polri,
karyawan perusahaan swlsta, pe-k-erja mandiri, rie-teran, danpenerima pensiun dan Lain-lain.

su*?H'ilo*o
Pasal 5

P*" untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional padasarana Pelayanan Dasar/R.rskesmas bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan engg..",
Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB IV I
MEKANISME PEI\TYALURAN DANA

(1) yltlk ,9,.r#::., jatan tingkat pertama dibayarkan
berdasarkan sistem kapitasi berdasarkan jumlah iesertaterdaftar dimasing-*".i.rt puskesmas.

(21 'u..ltuklpeiayanan rawat inap, persalinan dan rujukan
dibayarkan berdasarkan sistern nonkapitasi.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (21
dikirimkan oleh BPJS Kesehatan ke 

-rekening 
oinls

Kesehatan sebagai penanggung jawab program dan
statusnya belum menjadi pendapatan pr.rskesmas.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7
(1) Puskesmas membuat pertanggungjawaban Dana JKN

sesuai dengan kapitasi atau ri*at Jalan dan nonkapitasi
atau klaim yang diajukan oreh puskismas sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan dasar.

rL

(2) Besar"', /j'L



(2)

(1)

(2)

Besaran tarif untuk JKN berpedoman pada peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 69 rahun ioit tanggar 1November 2o,r, tentang Tarif eeraya.ran- xeserratanTingkat pertama a"i tingtai-' i"qi", DalamPenyelenggaraan program JKN.

BAB VI
MEKANISME PENGGUNAAN DANA

pasal g

Dyr.. JKN yang disalurkan oleh B,JS Kesehatan kerekening Dinas sebagai penanggung jawab JKN,selanjutnya status dani tersebut uE*u'.t menjadi danamasyarakat yang ada di rekening dinas k...h^i.r.
setelah Rrskesmas dan jaringannya merakukanpelayanan kesehatan dan *.rrd"p.tf.r, ri.-u.y.ran darifim Pengelola 

- 
JIN pada Dinas maka status danatersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan

Rrskesmas.

Dqna rrs menjadi.pendapatan hrskesmas sebagaimanayang dimaksud pada ayaf (2) selurutr"y. ai.Ltor te rasDaerah dan penggunaannya melalui *.i""i.*"penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota.
Pendapatan Rrskesmas- s-ebagaimana dimaksud padaayat (3) dibayarkan kembali sebagai jasa p"ffi""",a. untuk sistem kapitasi dibayarkan Sd"A 0i*. puluhdelapan perseratus) urrtuk .lasa 

t 
pelayanan

Puskesmas, 2o/o (dua perseratus; untut rim'eengerora
JKN pada Dinas ,.3!o/o {fuga puiuh p.r..."irs) untukpiaya operasionar kegiatan- puskesm.., 

-d*r, 
LOo/o

. (sepgluh perseratus) dGetor t<e fas O""r"i, Kota.b. untuk sistem nonkapitasi dibayart." g$;zi lsembilanpuluh lima 
. 
perseratus) unttri jasa p"Ly*rr.., di, Rrskesmas dan S% (lima pers"raius) disetor ke KasDaerah Kota.

. 
BAB VII ...

ra
(3)

(4)

4f-

!r--



KErENftfr"*Xt*rru,
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
*xillffixffi iil"ffiTffif a'v. 

-i"j.i,- 
..1*t terhitun g

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peiaturan ' warittta --i"i denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

ret 2

I
Diundangkan di Sabang
pada tanggal lO Maret ZOru

AERAH KOTA SABANG TAHUN 2OL4 N/OMOR 3

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal tO Maiet ot4

$ snxn:,:^-,r DAERAH KorA 
'ABANG,/

SO

r,^
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WALI.KOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN

PRESTASI KER.,A (TUNJAT.IGAN DAERAH UNTUK KESB.IAHTERAAN
PEGAWAI, NEGERI SIHL) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SABANG, 
WAUKOTA SABANG,

Menimbang: a. batrwa untuk meningkatlcan semangat, kinerja, motivasi
dan- disiplin kerja r"r,L kesejahterri d"npa"wai Negerisipil, dipandang perlu memberikan t i":.rrL* daeiah
sebagai tambalan .penghasilan bagi Regaiai iegeri iipir
yang bekerja di lingkungan pemerintatr Xota Sabanl;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, dipandang pe-rlu *"rrftrpkrn peraturan
walikota sabang tentang Tata cara pembayaran Tambahan
Penghasilan Berdasarl€n prestasi Kerja (Ttrnjangan Daerah
unhrk Kesejahteraalr pegawai Negeri Siiritl ii f,ingkungan
Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Y"+rrs-u-ndang Nomor lo ratrun l96s tentang
Pembentukan Kgtaprqia sabang dengan Mengubafi
Undang-U-ndang Nomor T tDrt -Tatrun- 1956 ,""*";
Pembenhrkan Daerah otonom Kabupaten di eropinsT
sumatera utera (Iembaran Negara iup"uut Indonesia
Tahun 1955 Nomor s3, Tamb-atran Gmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2ZSgl;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia i.t rn zdog
Nomor 47, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

3. undang-undang Nomor 1 Tatrun 2oo4 tentang
Perbendaharaan lggjr. (Lcmbaran Negara Repubfif
Indonesia Tatrun 2oo4 Nomor s, Tambairan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4O5S);

4. lndans-updang Nomor g2 Tatrun 2oo4 tentang
Pemerintatran pTl*, _ (kmbaran Negara Repubtif
fldonesig. Tatrun 2OO4 Nomor 12S, Tqmblhan l,embaran
T."q*l Rupublik Indonesii Nomor 44gzl "eu"eri;;;G"h$Pe .*b"r"p" Bli, tcraktrir deqg;n Un?ang-Undang
lomor L2 Tatrun 2008 tcntang peiiibatran Kedua etalIJndals-updang Nomor 92 - Tahun 2oo4 tentang
Peme.rintahar.r Daerarr (kmbaran Negara Repubrif
Indoneeia Tatrun 2o0g Nomor s9, Tambihan Lcm'b.aran
Negara Republik Indonesia Nomor agaa\

t:. 5.undans-...{o



. : 
pasal 4

Tambahan pep,ghasilan berdasarkan prestasi kerja tidak dapat
diberilsn kepada:
a. Pegaw.ai, ,, Negeri Sipil Pindahan dari

htsat/Prorinsi/Ihbupaten/Kota lain selama 1 tahun
terhi(ung mulai tanggd aktif bekerja dilingkungan
Pemerintah Kota Sabang kecuali ditempAtkan dalam
jabatan,gtruktlrral.

b. Pegawai Negeri Sipil Daeratr yang di
Pekerjakan/diperbantukan- pada pemerintah
Rrsat/ Propinsi/ Ikbupaten / Kota lainnya, BUMN dan BpKS .

Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga titipan;
Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti besar, cuti diluar
tanggungan negara atau cuti bersalin analc ketiga dan

c.
d.

o

setenrsnya;
e. Pegawai lt"g.ri Sipil yang mendapat Tugas Belajar.

BAB III
PENII,AI.AN DAN PERHITUNGAN

Pasat 5

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengikr:ti apel dan
mematutri ketcntuan jam kerja sebagaimana telah
dirctapkan.,I

(2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diawali dengan mengikuti apel pagr, masuk kantor dan
dial&iri dengan apel siang.

(3) Disamping mengikuti apel pag dan siang, PNS/CPNS juga
diwajiblran mengikuti: /
a. ape!,gabungan;
b. upacara 17 Agushrs;
c. apel pada saat hari-hari besar nasional dan daerah;
d. aenam pagi/gotong royong.

(a) Apebila dilaksanakan apel gabungan atau apel pada hari
hari besar nasional dan daeratr, maka apel pagi di Satuan
Kerja Perangkat Kota tidak dilaksanatffii.

(5) Setiap PNS/CPNS wajib menandatangi daftff hadir pada
setiap kegiatan sebngBinroana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (3). 

t
(6) Bagt PNS/CPNS yang tidak menandatangani daftar hadir I

dan tidak ada keterangan, dianggap tidak hadir.

hsal6
Direkhrr PDAM/Kepala Sahran Kerja sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 3 huruf c dan huruf d menyampaikan rekapitulasi
daftar hadir bulanan/dafta hadir upacafa kepada Walikota
Sabang melaltri Kepda Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Sabang untuk Penilaian dan perhihrngan
pemberian Tambatran Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

o

Pasal ,,fC

.*':&rtl



5.

6.

lnda18-U-ndang Nomor 11 Tatrun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara nepuutit IndonesiaTalrun 2006 Nomor 62, Tambalan rc*f"rr' Negara
Republik Indonesia Nomor affiS);
undan-g-undang Nomor s ratrun 2o"r4 tenta'g Aparatur
Pipl Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembar,a' Nd;" Republik
Indonesia Nomor Saga);

,. I:::y31_p:f:tud Jo*gr -i8 C*,rr,- 2oos tentang
Pengelolaan Keuansan ?g*"t,([*+p,mi;it&.i. nef,ff#Indonesia Tahun z0oS lyp"*gg&"L4'.,0; Iembaran
Negara Repubiik Indo-apsia flffiEF 83ruii., ififfi*rlff,hn ll;"t;a -; -- - -"

8. l:f.gf+ro:rFrtrcrintah . {g*j. 53 Tahun 2o1o tentans
,Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik

2OLO Nomor 74, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5l3S);

n Pemerintah Nomor 46 tahun 2O1l tentang
Ke{a Pegawai Negeri Sipil;

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentdng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubatr beberapa kali, dakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zott
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tatrun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUruSI(ANi

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA tBxfer(O TATA cARA pEMBAyARAN
TAMBAHAN PENGHASII,,AN BERDASARKAN PRESTASI KER.JA
(TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESF^IAHTERAAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

,,

BAB I

' KE,EI:},'MUM

Ddam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:
1. KotA adalatr Kota Sabang.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pemerintah
Kota adalali Pemerintah Kota Sabang.

3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. Tambatran Penghagilan adalatr tunjangan daeratr yang
diberikan kepada Pegawai Negeri sipu yang beke4l aT
linglmnsan Pemerintatr Kota berdas;ka; piestasi kerja

fflgffi ;:iTf;/ffffiTffi ffi*flilYm;tT:f
setiap jam,kerja:. ,, i i

f

f'

;{

Negara Republik

s pegawai 

{ 
C



5. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat pNS adarah
Pegawai Nggeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil yang
bekerja di lingkrxngan Pemerintah fota;

9491 Pegawai Neger{ Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalatr cglon Pegawai Negeri sipil Daeratr dan calon
Pegawai Negeri sipil yang bekerja di lingkungan pemerintah
Kota.

Penanggung Jawab Pembayaran Tambatran penghasilan
berdasarkan prestasi kerja adalah pengguna
Anggaran/ kuasa Pengguna Anggararr.

Izin Tidak Apel dan fidatc Maeuk Ihntor adalah izin tertulis
y-ang diberikan pimpinan unit kerja kecuali dalam kondisi
darurat.

cuti Bersama dan Libur Nasional adalah keadaan tidak
pasuk kerja dalarm wakhr tertenfir sesuai dengan
keputusan pemerintatr.

10. Bebas Ttrgas dan Masa Persiapan pensiun adalah Masa
Persiapan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

11. Daftar Hadir Elektronik adalah daftar hadir pegawai Negeri
Sipil dengan menggunakan mesin sidik jari.

12. Daftar Hadir Manual adalah adalah daftar hadir pegawai
Negeri sipil dengan menandatangani daftar kehadiran
pegawai.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 I
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja bertujuan
untuk meningkatlan semangat, lqinerja, motivasi-dan disiplin
ryry sekaligus memberikan kesejatrteraan bagi pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanal€n hrgasnya.

, ' Pasal 3

Tambatran Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja diberikan
kepada:

Pegawai Negeri Sipil Daeratr;
Pegawai Negsri Sipil Rrsat yang diperbantukan dan
diangkat dalam jabatan shrkturalfiabatan fungsional
tertenhr di lingkungan Pemerintah Kota;
fegawai Negeri Sipil Daer4h yang dipekerjakan pada
lembaga pemerintah eeporti PDAM, 

-Staf - 
Sekretariat

KPU/KIP dan Staf Seknetariat Panwaslu sepanjang tidak
menerima ttrnjangan sejenis;
Pegawai Negeri Sipil pendidik yang bekerja di Lingkungan
Kementerian Agama Kota/lembaga pgndidikan swasta;
Pegawai Negeri Sipil yang alrtjf sesuai daftar kehadiran;
C4lon Peggwai Negeri Sipil dibayar 8Oo/o (delapan puluh

' perserattrs) sesuai gblongan;
Pegairai Negeri Sipil dalam Masa Persiapan pensiun.

7.

8.

9.

a.
b.

I

\

c.

d.

e.
f.

g.



o

Pasal 7

(1). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayar
setiap bulan berdasarkan kehadiran sebagaimana
dimalcsud pada Pasd 5 ayat (1) dan ayat (3) dengan
perhihrngan sebagai berilnrt:
a. tidak hadir apel pag, apel siang, apel gabungan,

Upacara Taphr tanggal 16 Agushrs, Upacara/Kegiatan
pada hari-hari besar nasional dan daerah masing-
masing dikurangi 2$o/o (dua puluh lima) perseratus
perhari.

b. tidak masuk kantor dikurangi 5oo/o (lima puluh)
perseratus perhari.

c. tidak hadir mengikuti Taphr, upacara penaikan dan
upacara penurunan bendera LT Agustus masing-
masing dikurangi 50o/o (lima puluh) perseratus perhari.

d. tidak hadir pada hari kerja teralthir sebelum dan hari
pertama setelah cuti bersama Idul Fitri dan Idul Adha,
masing masing dikurangi 25o/o (dua puluh lima)
perserahrs perbulan.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dibayar dengan
memperhihmgkan z.al<at, inliil< dan pajak penghasilan
sesuai peraturan yang berlalnr.

(3) Tidalc hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf c dan huruf d addatr tidak hadir tanpa keterangan
yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(4) Daftar hadir apel pagi dan apel siang menggunakan daftar
hadir elektronik (mesin sidik jari) dan/atau daftar hadir
manual, selain apel pag dm apel siang menggunakan
daftar hadir manual.

" Pasal I
Penilaian dan Perhiturgan Tambahan Penghasilan
berdaparkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 dan Pesal 6 sebagaimana tercanttrm dalam lampiran I dan II1
merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan\
tffdlikota ini.

BAB TV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(l) Pengguna Anggaran/I(uasa 
t iorrgg*" Anggaran

mempersiapkan Dohrrnen yang diperlukan sesuai
ketenhran yang tlErlalnr sebagai dasar permintaan
Pembayaran Tambahan Penghaoilirn berdasafkan Prestasi
Ke{a kepada Bendahara Umum Daeratr/Kuasa Bendahara
Umtrm Daeratr.

i :1,,r



I 
' I t: i '''

(2) Bendahara umum Daerah/Kuasa Bendahara umumDaerah melak,kan verilii<asi terhadap r<er""sk"d;administrasi yqlg diqiukan oleir p.;gd;;
Anggarar/Kuasa 

- pigguna Anggaran dan melakukan
pembayaran sesuai dengan ketentrian yang berlaku.

BAB V
PENGHARGMN

Pasal 10
(l) setiap tahun pemerintah Kota dapat memberikanpenghargaan kepada pegawai Negiri Sipil t..*berprostasi.

(2) Pe-nghargaan - sebagaimana 'dimaksud dalam ayat (U
selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan walikota.

BAB VI

KE"TEMUAN I,AIN

Pasal I 1

Dengen berlahrnya Peraturan walikota ini maka peraturan
walikota sabang Nomor 9 Tahun 2ol2 tentang Tata cara
Pembayaran T"tP49l penghasilan unhrk Kesejaf,teraan e;gi
fegawai Negeri sipil Daeratr di LingkLlngan pemerintah KoL
!"F*rg, sebagaimana telatr diubah d".ngair peraturan walikota
sabang Nomor 12 Tatrun 2ola teritang perubahan atas
Peraturan watikotl sabang Nomor 9 Tahu;2on tentang T;;
9",1 Pembayaran Tambahan penghasilan unhrk Kesejahil.^*
Bag Pegawai Negeri sipit Daerah' di Linglnrngan pemerintah
Kota sabang, dicabut dan dinyatakan tidak berl-ak'.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Perattran walikota ini mulai berlalnr sejak tanggal 1 Januari20t4.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
qengunda1gan Peraturan walikota ini dengan penempat^rr"r" 

tdalam Berita Daerah Kota Sabang.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal ZZMarrlt 2Ol4

{ 
srr<n,rARrs 

:ffi11, 
KorA .ABANG, 

/
80

BERITA DAEMH
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d

A SABANG TAHUN 2OI4 NOMOR ZI



I..AMPIRAN I
. PEMTIJNEN WEUKO/rA SABANG

NOMOR 4 TAHUN 2OL4
TEI{TANG
TATA CARA PEMBAYAMN TAMBAHAN
PENGHASII.AN BERDASARKAN PRESTASI KER.IA
(TUNJANGAN DAERAH UNTUK rese.rruieneerv
pEGAwAr nbcpru strtl) or r,ruorunbaN
PEMERIMAH KOTA SABANG

DAFTAR PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

NO JENIS PENII"AIAN BOBOT PENGURANGAN KETERANGAN

1 2 3 4
1 Tidak hadir tanpa keG@

100 % per hari DaJtar Hadir
2 Tidak apel pagr 25 o/o per hari Daftar Hadir
3 Tidak apel siang 25 o/o per hari Daftar Hadir

)a Tidak masuk kantor 50 7o per hari Daftar Hadir
5 Tidak hadir tanpa teter"rr6--

pada hari kerja teralctrir sebelum
dan hari pertama setelatr c,uti
beraama Idulfitri dan Idul adha

5O o/o per bulan Daftar Hadir

6 Tidal( hadir Upacara penaitcan
bendera dan penurunan bendera

ou -/o per nan Daftar Hadir

7 fidak hadir pada UpaCara tapttr DU 7o per had Daftar Hadir

llr
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